
 
 

WALI KOTA CIREBON  

PROVINSI JAWA BARAT 
 
 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 
NOMOR  68   TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA CIREBON, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah ditegaskan, bahwa Badan 
Layanan Umum Daerah berwenang mengembangkan dan 

menerapkan kebijakan akuntansi dalam hal standar 
akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha 

Badan Layanan Umum Daerah;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Gunung 

Jati;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang   

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan               
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor  153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020    
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020    
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005    
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23        

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
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  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah     

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019            
Nomor 1447); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020            

Nomor 1781); 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia         

Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan 
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia         
Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan 

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1300); 

  12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 69); 

  13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2020 Nomor 5); 

  14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 
Nomor 5); 

  15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati 

sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kota Cirebon 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 37); 

  16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati 

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 
Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Wali Kota Cirebon Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah 
Gunung Jati Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 109); 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 
DAERAH GUNUNG JATI. 

 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon. 

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon. 

6. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, yang selanjutnya 
disebut Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Teknis pada 

Dinas Kesehatan. 

7. Direktur adalah seseorang yang diangkat dan 
bertanggung jawab secara teknis, medis, dan operasional 

kepada Wali Kota merupakan pimpinan tertinggi di RSD 
Gunung Jati yang berhak dan berwenang bertindak atas 

nama rumah sakit untuk bidang yang menjadi fungsi dan 
wewenangnya. 

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

10. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah yang 

selanjutnya disebut SABLUD adalah serangkaian 
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai 

dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran 
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 
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11. Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan 

dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai 
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 

12. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

13. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 

dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan. 

14. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

BLUD atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus 

Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

15. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang 
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, 
transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 

periode. 

16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 

keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana 
pada tanggal tertentu. 

17. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode 
tertentu. 

18. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan 
informasi arus masuk dan keluar kas selama periode 

tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan 
non anggaran. 

19. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang 
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar 

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan 

Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

20. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang 
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian 
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan 
penyajian laporan keuangan pemerintah. 

21. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
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Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:  
 

(1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencatatan, 

pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang 
disajikan secara lazim dalam laporan keuangan dalam 

periode tertentu. 
 

(2) Untuk memberikan jaminan adanya pemberian informasi 
dan pelaporan yang handal sebagai pemenuhan asas 
akuntabilitas dan responbilitas pada BLUD Rumah Sakit. 

 
Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu agar 
proses dan metode penyelenggaraan akuntansi 

dilaksanakan secara sistematis, efisien dan efektif. 
 
 

BAB II 
SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

 
Pasal 4 

Pedoman Akuntansi BLUD Rumah Sakit disusun dalam              
5 (lima) Bab, terdiri atas : 
 

a. Bab I : Kebijakan Akuntansi : 
  1.1 

1.2 

Pendahuluan 

Kebijakan Akuntansi 
 

b. Bab II : Prosedur Akuntansi : 
  2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

2.5 
2.6 

Pendahuluan 
Kas dan Setara Kas 

Piutang 
Persediaan 

Aset Tetap 
Utang 

 
c. Bab III : Kode Akun : 
  3.1 

3.2 

Kode Akun Standar dan Deskripsi 

Penjelasan Kode Akun 
 

d. Bab IV : Pembukuan : 
  4.1 

4.2 
4.3 
4.4 

Ketentuan Umum 

Siklus Akuntansi/Pembukuan  
Akun 
Penyelenggaraan Buku-Buku 

Pembukuan Transaksi 
e. Bab V : Laporan Manajemen : 

  5.1 
5.2 

Pendahuluan 
Jenis Laporan Manajemen 
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Pasal 5 

Isi uraian kebijakan akuntansi BLUD Rumah Sakit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 
 

 
Ditetapkan di Cirebon 
pada tanggal  21 Desember 2022 

 
WALI KOTA CIREBON, 

 
ttd, 

 
NASHRUDIN AZIS 

 

 
 

Diundangkan di Cirebon 
pada tanggal  22  Desember  2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

 

ttd, 
 

AGUS MULYADI 
 

 
 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022  NOMOR  68 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

 
FERY DJUNAEDI, SH., MH. 

Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19711228 199803 1 002 

 


